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“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar;  

merekalah orang-orang yang beruntung."1 
 

 

 

 

(#θè= Ïϑ tãuρ…… ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# (# öθ|¹# uθs?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ (#öθ|¹# uθs?uρ Î ö9¢Á9$$ Î/  

 “Dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran 
dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”2 

 

 

 

 

 
 
 
                                                 

1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-
Qur’an, 1984), hlm.79. 

2 Ibid, hlm. 913. 
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A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س
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 ض

 ط

alif

ba' 

ta' 

s\a' 

jim 

h}a’ 
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dal 
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sin 

syin 

sād 

d}a>d 

t}a' 

tidak 
dilambangkan 
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t 

s\ 
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h} 

kh 
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ż 
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z 

s 

sy 

s}  

d} 

t} 

tidak dilambangkan 
 

be 
 

te 
 

es (dengan titik di atas) 
 

je 
 

ha (dengan titik di bawah) 
    

 ka dan ha 
 

de 
 

zet (dengan titik di atas) 
 

er 
 

zet 
 

es 
 

es dan ye 
 

es (dengan titik di bawah) 
 
de (dengan titikdi bawah) 

 
te (dengan titik di bawah) 
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 ف

 ق

 ك

 ل
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 ن

 و

 ه
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 ي
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'ain 

gain 
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mim 

nun 

wawu 
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hamzah 

ya' 

z}

‘ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

' 

y 

zet(dengan titik di bawah)
 

koma terbalik di atas 
 

ge 
 

ef 
 

qi 
 

ka 
 

'el 
 

'em 
 

'en 
 

w 
 

ha 
 

apostrof  
 

ye 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 

 طيّبة

 وربّ

Ditulis
 

Ditulis 

Thayyibatun 

Warabbun 

 
C. Ta' Marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 سياسة
 

 معاملة

Ditulis
 

Ditulis  

Siyāsah 
 

Mu’āmalah 
(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
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2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h 

المرسلةمصلحة  Ditulis Mas}lahah al-Mursalah 

 
3.  Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t. 

لدابةشرّة   Ditulis Syarrati ad-dābbah 
 

D. Vokal Pendek 

____ 

____ 

____ 

Kasrah

fathah 

dammah 

Ditulis

ditulis 

ditulis 

i 

a          

u 

 

E. Vokal Panjang 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 

fathah + alif 
 ما
 
fathah + ya' mati 
 يسعى
 
kasrah + ya' mati 
 نهى
 
dammah + wawu mati 
 حقوق

Ditulis
ditulis 

ditulis 
ditulis 

ditulis 
ditulis 

ditulis 
ditulis 

 
 

ā 
mā 

ā 
yas‘ā 

ī 
nahī 

ū 
huqūq 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
 
 
2 

Fathah + ya' mati
 بينكم

 
fathah + wawu mati 

 قول

ditulis
 
 

ditulis 

bainakum 
 
 

Qaulun 
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 أأنتم
 

 أأنذرتهم
 
 أإذا

ditulis
 

ditulis 
 

ditulis 

A’antum 
 

A’anz\artahum 
 

A’iz\a> 
 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l” 

 القرأن
 

 القياس

ditulis

ditulis 

al-Qur' ān  

al-Qiyās 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 السماء
 

 الشمس

ditulis

ditulis 

as-Samā' 

asy-Syams 

 

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya. 

علمتإذا  
 

الحلّ أهل    

Ditulis

Ditulis 

iz\a> ‘alimat 

ahl al-h}all 
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ABSTRAK 
 
 Perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral dalam kehidupan manusia. Dengan jalan 
perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan dengan kedudukan manusia sebagai 
makhluk yang mulia. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai tentram 
dan rasa kasih sayang antar suami isteri. Anak dari keturunan hasil perkawinan yang sah 
menghiasi kehidupan keluarga sekaligus merupakan kelangsungan hidup rumah tangga. 
 Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan, 
perkawinan harus putus ditengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal 
yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan kontrak sosial. 
Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak yaitu melepaskan 
ikatan atau melepaskan perjanjian. 
 Setiap keluarga akan selalu mencita-citakan keluarga tentram, bahagia, kekal, damai 
serta selalu mendapatkan hal-hal yang diinginkan masing-masing pasangan selalu 
mengharapkan pasangan yang terbaik bagi diri dan keluarganya namun dalam perjalannya 
selalu tidak sesuai dengan yang diharapkan disinilah perceraian akan terjadi. Melihat 
sakralnya sebuah pernikahan tanpa harus di akhiri dengan perceraian, penulis akan 
melakukan penelitian terhadap peran BP4 Kecamatan Depok dalam menekan angka 
perceraian terjadi. 

   Penelitian ini memfokuskan pada peran BP4 Kecamatan Depok dalam mencegah 
perceraian yang terjadi di sekitar wilayah Kecamatan Depok. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui sejauh mana peran dan tingkat keberhasilan BP4 dalam mencegah 
perceraian di wilayah Kecamatan Depok. Penelitian ini merupakan penelitian sosial dengan 
menggunakan metode kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari ketua dan staf pengurus BP4 Kecamatan Depok. Adapun teknik 
pengumpulan data menggunakan metode observasi (observation) yang dilakukan penulis 
selama 3 bulan terhitung dari tanggal 03 Maret 2009 sampai dengan 03 Juni 2009, interview 
(in-dept interview) dilakukan oleh ketua dan staf pengurus BP4 Kecamatan Depok, dan 
dokumentasi. 

  BP4 Kecamatan Depok merupakan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian 
Perkawinan yang berdiri dibawah naungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok, 
berada di JL. Raya Tajem km 1,5 Maguwoharjo, Depok Sleman Yogyakarta. Badan tersebut 
sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan 
pengurungan perceraian dalam rangka menunjang tugas Departemen Agama di bidang 
Bimbingan Masyarakat Islam. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No.85 
tahun 1961. 
 Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa tingkat perceraian di Kecamatan Depok 
sangat tinggi karena dilihat dari beberapa kasus yang masuk dalam dokumentasi BP4 
Kecamatan Depok sejak tahun 2006-sekarang terdapat 71 kasus. Yang dapat di damaikan 
hanya terdapat 5 kasus dan sisanya berakhir dengan perceraian, untuk penguat data penulis 
juga melakukan wawancara dengan staf BP4 Kecamatan Depok, beliau memaparkan bahwa 
rata-rata permasalahan juga berakhir dengan perceraian. Sehingga tingkat keberhasilan BP4 
Kecamatan Depok dalam menekan angka perceraian sangat rendah, faktor penyebabnya  
karena pasangan yang bersengketa baru mengkonsultasikan masalahnya ke Kecamatan 
Depok setelah sengketa dalam rumah tangga tersebut terlanjur parah; banyak kasus yang 
masuk dalam dokumentasi BP4 Kecamatan Depok yang tidak terselesaikan kasusnya kerena 
hanya sekali saja mengkonsultasikan permasalahannya di BP4 Kecamatan Depok dan tidak 
ada kelanjutan permasalahan dari pihak yang bersengketa; banyak permasalahan perkara 
yang melalui pengantar dari desa langsung memutuskan perkara ke Pengadilan Agama (PA) 
dalam penyelesaiannya tanpa melalui BP4 Kecamatan Depok. 
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 Jika ternyata belum di ketemukan jalan penyelesaian yang terbaik ataupun  sengketa 
belum bisa diselesaikan BP4 Kecamatan Depok, maka BP4 Kecamatan Depok menganjurkan 
sebaiknya mengirimkan permasalahan tersebut kepada BP4 Kabupaten Sleman ataupun 
Pengadilan Agama (PA) untuk di tindaklanjuti, diberikan penasehatan agar supaya yang 
bersengketa dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan perceraian tidak 
terlaksana. 

Adapun solusi penyelesaian perkara yang telah diberikan BP4 Kecamatan Depok 
dengan cara melihat dan mempelajari permasalahan rumah tangga yang terjadi. Menyingkapi 
permasalahan tersebut sehingga penyelesaian dari satu perkara dengan perkara yang lain 
mempunyai tingkat penyelesaian tersendiri menurut kasus yang sedang ditangani dalam 
penyelesaiannya. Kebanyakan permasalahan yang paling menonjol terjadi di sekitar 
Kecamatan Depok adalah masalah KDRT, lalai dalam tanggung jawab keluarga, dan krisis 
moral. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilakukan 

oleh umumnya umat manusia. Terbentuknya keluarga yang kokoh merupakan syarat penting 

bagi kesejahteraan masyarakat, berkaitan dengan itu haruslah diakui pula pentingnya langkah 

persiapan untuk membentuk sebuah keluarga. Seperti yang disebutkan dalam surat Yasin ayat 

36 sebagai  berikut: 

z⎯≈ysö6ß™ “ Ï%©!$# t, n=y{ yl≡uρ ø—F{$# $ yγ ¯=à2 $£ϑ ÏΒ àM Î7 /Ψè? ÞÚö‘ F{$# ô⎯ ÏΒuρ óΟ Îγ Å¡àΡ r& $ £ϑ ÏΒ uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊂∉∪   

 

” Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik 

dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak 

mereka ketahui.”1  

 

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan 

yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga ideal yang damai, sejahtera, 

dan bahagia yang dalam Islam sering di kenal dengan sebutan keluarga sakinah, mawadah wa 

rahmah. 

Suatu ikatan perkawinan pada dasarnya ingin membentuk suatu keluarga, karena 

keluarga dalam kehidupan sosial merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam 

masyarakat. Suatu ikatan keluarga ditandai atau didahului dengan suatu perkawinan. Hal ini 

dimaksudkan bahwa perkawinan merupakan syarat mutlak untuk membentuk suatu keluarga. 

                                                 
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-

Qur’an, 1984), hlm.628. 



Tanpa didahului perkawinan dua orang laki-laki dan perempuan tinggal di satu rumah belum 

berhak disebut sebagai keluarga.2   

Dalam kehidupan berumah tangga, wajar-wajar saja suami dengan isteri 

mengalami perselisihan karena berbagai masalah yang mereka hadapi. Sering dikatakan 

bahwa perselisihan dalam keluarga merupakan bumbu penyedap, asal dapat di kelola dengan 

baik. Perselisihan suami dengan isteri, bisa berupa masalah prinsip, perbedaan sikap 

mendasar dan watak yang sudah mendarah daging, atau karena hanya persolan-persolan 

sepele yang tidak berarti. Manakala perselisihan atau konflik dalam rumah tangga tersebut 

tidak di kelola secara baik, berkecenderungan akan mengalami percekcokan, kegersangan 

hidup rumah tangga dan tidak jarang pada akhirnya memuncak pada terjadinya perceraian.3  

E Mustafa AF, mengatakan bahwa dalam pergaulan rumah tangga sering terjadi 

perselisihan dan timbulnya bibit perselisihan dari hal-hal yang kecil atau yang sepele. 

Misalnya dari masalah masakan yang kurang sedap atau si isteri sebagai ibu memarahi 

anaknya, kemudian suami sebagai ayah marah kepada sikap ibu tadi yang dianggapnya salah. 

Isteri bersitegang dalam pendiriannya bahwa tindakan memarahi anak, merupakan tindakan 

yang benar dan dapat di betulkan. Dari hal kecil seperti itu, jika di hadapi secara emosional 

sering mengakibatkan retaknya rumah tangga dan tidak jarang berakibat pada terjadinya 

perceraian.4  

Dari uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwa sebagai pemicu timbulnya konflik 

dalam kehidupan rumah tangga antara lain adalah:5 

1. Isteri atau suami tidak mematuhi suami atau isteri. 

                                                 
2 Abu Ahmad, Psikologi Sosial. Cet-2 (Jakarta: Bineka Cipta, 1991), hlm.239. 
3 Redaksi Ayah Bunda, Rumah Tangga, Gaya Hidup dan Pendidikan Anak  (Jakarta: Kompas 

Gramedia, edisi 07: Oktober 2002), hlm. 36. 
4 AF. E. Mustofa. Islam, Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet. Ke-1 

(Yogyakarta: Kota Kembang, 1987), hlm. 165.   
5 Nurdin Subhan, Kado Pernikahan Buat Generasiku, Solusi Islam Dalam Seks, Cinta dan Pengantin 

Baru  ( Bandung: Mujahid Press, 2005), hlm.158-159. 



2. Isteri tidak memperhatikan suami, anak-anak dan rumah tangga atau sebaliknya suami 

tidak memperhatikan isteri, anak-anak dan rumah tangganya. 

3. Isteri banyak keluar rumah tanpa sepengetahuan suami, atau sebaliknya. 

4. Tidak ada rasa saling cinta dan kasih sayang diantara kedua belah pihak. 

5. Sikap suami yang kasar dan tidak menghargai isterinya, atau sebaliknya.  

Berdasarkan wawancara dalam studi pendahuluan dengan salah satu Staf BP4 

Kecamatan Depok dapat diketahui bahwa sebab-sebab perceraian dilihat dari faktor internal 

dalam sebuah keluarga di Kecamatan Depok antara lain adalah: 

1. Persiapan menuju pernikahan yang kurang matang. 

2. Akibat perkawinan di bawah umur. 

3. Akibat perjodohan yang di lakukan oleh orang tua. 

4. Rendahnya tingkat pendidikan.6 

Sedangkan adapun faktor external sebab-sebab perceraian dalam sebuah keluarga di 

Kecamatan Depok antara lain adalah: 

1. Terdapat pihak ke tiga yang mengganggu rumah tangga. 

2. Pihak orangtua yang ikut campur dalam rumah tangga.7 

 

Setiap perkawinan diharapkan berlangsung kekal dalam arti putusnya perkawinan 

hanya di sebabkan oleh suatu kematian sesuai kehendak tuhan, bukan oleh sebab lain. Jika 

kemudian timbul suatu perselisihan tersebut di usahakan agar dapat di atasi. 

Usaha menanggulangi perselisihan banyak cara dan upaya serta sarana yang di 

tempuh oleh pasangan suami isteri yang di landa krisis untuk menyelamatkan perkawinan 

mereka. Ada yang di selesaikan sendiri oleh mereka dan ada pula yang melalui pihak ketiga, 

melalui tokoh masyarakat atau konsultan perkawinan dan keluarga yang sekarang ini di kenal 
                                                 

6 Hasil wawancara dengan Bapak Fathul Ikhwan salah satu staf  BP4 Kecamatan Depok, 25 Januari 
2009. 

7 Hasil Dokumentasi BP4 Kecamatan Depok di kutip tanggal 18 Maret 2009. 



dengan nama Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau dengan 

cara media lainnya.  

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah suatu 

organisasi yang bersifat profesi, sebagi penunjang tugas Departemen Agama dalam bidang 

penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga bahagia sejahtera, serta bertujuan untuk 

mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal 

menurut islam.8  

 Sejatinya untuk mewujudkan rumah tangga yang damai dan bahagia menurut ajaran 

agama Islam diperlukan bimbingan yang terus menerus, baik secara langsung ataupun tidak 

dan dari orang lain yang berkompeten atau dari lembaga seperti BP4 atau yang sejenis. 

Sebagai lembaga yang kompeten, BP4 sudah sejak lama ada di Indonesia. 

 Pada awal berdirinya organisasi tersebut dimulai dengan pembentukan organisasi 

semacam BP4 di Bandung tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasehat 

Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5). Di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama 

BP4 dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga 

(BKRT).9 Sebagai pelaksanaan keputusan konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa 

Timur tanggal 25-33 Juni 1955 maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama “Badan 

Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian”. Melalui keputusan Menteri Agama No. 

85 tahun 1961.10 

 Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 

tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas 

Departemen Agama dalam bidang Penasehat Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan 

                                                 
8 Hasil Munas BP4 VIII, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, (Yogyakarta: BP4 DIY, 

1989), hlm. 7. 
9 Hasil Munas BP4 VIII, Anggaran Dasar dan Aggaran Rumah Tangga BP4, Pasal 4, (BP.4) Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta.1998).hlm.7. 
10 Ibid, hlm. 3. 



Perceraian, maka kepanjangan BP4 menjadi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan . 

Peran lembaga konsultan perkawinan dan lembaga seperti BP4 sebenarnya tidak lain 

hanyalah bersifat memberi solusi kepada suami-isteri yang merasa tidak mampu 

menyelesaikan masalah mereka sendiri. Perceraian merupakan jalan terakhir mana kala tidak 

ada aternatif lain dalam mengatasi krisis rumah tangga, tetapi apabila ada jalan lain, maka 

perceraian seharusnya di hindarkan, namun apabila perceraian akan membawa manfaat bagi 

kedua belah pihak pada suatu keadaan yang lebih baik, maka perceraian adalah aternatif final. 

BP4 sebagai badan penunjang tugas Departemen Agama, merupakan bagian dari 

Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, memberikan nasehat perkawinan, perselisihan dan 

perceraian bagi suami-isteri yang mengalami krisis rumah tangga. Di harapkan apabila 

mereka melakukan konsultan dengan BP4, pasangan suami-isteri dapat berjalan baik dalam 

mengelolah kehidupan rumah tangga mereka seperti yang di harapkan yaitu rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah warahmah.   

Keputusan Musda BP4 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan 

bahwa untuk mencapai keluarga sakinah tersebut perlu diusahakan terpenuhinya 5 aspek 

pokok kehidupan berkeluarga dan berumah tangga yaitu: 

1. Terwujudnya kehidupan beragama dan ubudiyah dalam keluarga. 

2. Terselenggaranya pendidikan keluarga yang mantap. 

3. Terbinanya kesehatan keluarga yang terjamin. 

4. Adanya ekonomi keluarga yang stabil. 

5. Terjadinya hubungan insani yang Islami antara anggota keluarga maupun antar 

keluarga/tetangga.11   

                                                 
11 Kanwil Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pendidikan Pra Nikah dan 

Pembinaan Kehidupan Beragama dalam Keluarga (Yogyakarta:  Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah 
Kanwil Departemen Agama, 2004)., hlm. 37. 



Meskipun demikian, tidak serta merta mereka yang berselisih kemudian 

berkonsultasi ke BP4 dapat menyelesaikan perselisihan mereka. Banyak perselisihan yang 

tidak dapat di selesaikan oleh BP4, termasuk di Kecamatan Depok. Terkait dengan hal 

tersebut penyusun bermaksud mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini 

dengan judul Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam 

Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah penyusun uraikan di atas maka memberi 

pengertian bahwa peran yang di lakukan BP4 salah satu unsur yang paling penting yaitu 

dalam upaya mendamaikan pihak-pihak berperkara khususnya suami-isteri yang sedang di 

landa masalah perkawinan atau rumah tangga. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, 

penyusun mengajukan beberapa rumusan masalah yang sekaligus sebagai pokok 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah berdirinya BP4 di Kecamatan Depok? 

2. Sejauh mana peran BP4 dalam melaksanakan perannya untuk mencegah tingkat 

perceraian di Kecamatan Depok? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari 

penelitian tentang Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok, adalah: 

1. Mengetahui lebih jauh tentang bagaimana sejarah berdirinya BP4 di Kecamatan 

Depok. 



2. Mengetahui lebih jauh tingkat keberhasilan BP4 dalam melaksanakan peranannya 

mencegah tingkat perceraian. 

 

        Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah Ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan masalah peran BP4 dalam berupaya 

mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dalam rumah tangga di Kecamatan 

Depok. 

2. Dapat di gunakan sebagai studi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, 

khususnya mengenai peran BP4 dalam upaya menekan tingginya tingkat perceraian 

di Kecamatan Depok. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Suatu hal yang pasti bahwa kajian tentang BP4, bukanlah kajian yang pertama. Sudah 

banyak peneliti-peneliti yang mengungkap seluk-beluk BP4. berdasarkan SK Menteri Agama 

RI No. 85 tahun 1961 yang mengakui BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha dalam 

bidang Penasehat Perkawinan dan mengurangi angka perceraian. 

Seperti yang di tuangkan dalam perundang-undangan tentang perkawinan dan 

peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 38, menyatakan bahwa “Perkawinan dapat 

putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan.”  

Sehubungan dengan itu, penelitian A.Miftah Baidlowi yang berjudul Peranan BP4 

dalam Mengendalikan Perceraian di Kabupaten Sleman Yogyakarta, menjelaskan beberapa 

faktor yang mempengaruhi BP4 masih rendah dalam menekan angka perceraian. Faktor-

faktor tersebut meliputi : 

1. Dana yang masih terbatas jumlahnya. 



2. BP4 belum ditangani secara full time oleh pengurus. 

3. Keterbatasan konsultan yang dimiliki baik kuantitas maupun kualitas. 

4. Klien yang datang ke BP4 belum ada kesadaran untuk konsultasi memecahkan masalah 

keluarganya, tetapi mereka telah memiliki motif yang kuat untuk cerai karena masalah 

yang dihadapi sudah berat.12 

Dalam buku yang berjudul Sosiologi Keluarga oleh William J. Goode, di kemukakan 

bahwa timbulnya perceraian disebabkan adanya kekacauan keluarga yang dapat ditafsirkan 

sebagai “pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika 

satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya.”13 

Menurut definisi ini maka macam utama kekacauan keluarga adalah sebagai berikut. 

1. Ketidaksahan 

  Ini merupakan unit keluarga yang tak lengkap. Dapat dianggap sama dengan bentuk-

bentuk kegagalan peran lainnya dalam keluarga, karena sang ”ayah-suami” tidak ada dan 

karenanya tidak menjalankan tugasnya seperti apa yang ditentukan oleh masyarakat atau oleh 

sang ibu. Tambahan pula, setidak-tidaknya ada satu sumber ketidaksahan dalam kegagalan 

anggota-anggota keluarga baik ibu maupun bapak untuk menjalankan kewajiban peranannya. 

2. Pembatalan, perpisahan, perceraian, dan meninggalkan 

  Terputusnya keluarga di sini disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan itu 

memutuskan untuk saling meninggalkan, dan dengan demikian berhenti melaksanakan 

kewajiban perannya. 

3. Keluarga selaput kosong 

                                                 
12 A. Miftah Baidlowi, Peranan BP4 Dalam Mengendalikan Perceraian di Kab. Sleman Yogyakarta, 

Jurnak Penelitian Agama, No.8 Tahun III, Sep-Des, 1994, hal. 13. 
13 William J. Goode, “Family Disorganization”, in Robert K. Merton and Robert A. nisbet (eds), 

Contemporary Social Problems (New York: Hartcourt, Brace & World, 1961), p. 370. 



 Di sini anggota-anggota keluarga tetap tinggal bersama tetapi tidak saling menyapa 

atau bekerjasama satu dengan yang lain dan terutama gagal memberikan dukungan emosional 

satu kepada yang lain.  

4. Ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan 

    Beberapa keluarga terpecah karena sang suami atau istri telah meninggal, 

dipenjarakan, atau terpisah dari keluarga karena peperangan, depresi atau malapetaka yang 

lain. 

5. Kegagalan peran penting yang ‘tak dinginkan’  

    Malapetaka dalam keluarga mungkin mencakup penyakit mental, emosional, atau 

badaniah yang parah. Seorang anak mungkin terbelakang mentalnya atau seorang anak atau 

seorang suami atau istri mungkin menderita penyakit jiwa. Penyakit yang parah dan terus 

menerus mungkin juga menyebabkan kegagalan dalam menjalankan peran utama. 

 Masih seputar peran ini, Imadudin AH juga melakukan penelitian tentang peran dan 

kedudukan BP4 di kabupaten Semarang, dengan pengambilan tempat di Kecamatan 

Sonokandi di temukan, bahwa peran dan kedudukan BP4 dalam memelihara keharmonisan 

rumah tangga belum baik, karena pasangan yang berselisih lebih memilih Pengadilan Agama 

untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga mereka.14   

 Sehingga tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan 

keluarga sakinah dan kekal menurut ajaran agama Islam untuk mencapai masyarakat dan 

bangsa Indonesia yang mampu. Mandiri, sejahtera, materiil dan spiritual berdasarkan 

Pancasila. Sesuai dengan tujuan BP4 tersebut, maka tugas BP4 sebagai badan penasehat 

harus selalu berusaha untuk mewujudkannya. Guna menciptakan keluarga (rumah tangga) 

sakinah menurut ajaran agama Islam dan mampu melaksanakan tugas pembangunan nasional 

                                                 
14 Imadudin AH, Peran dan Kedudukan BP4 Dalam Memelihara Keharmonisan Keluarga  (Studi di 

Wilayah Kecamatan Sonodadi) ( Semarang: IAIN Semarang, Tesis tidak diterbitkan, tahun 2005), hlm.178. 



dalam rangka pembangunan manusia Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan 

batin.15  

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Tinjauan tentang Peran 

Peranan berasal dari kata “peran” yang dalam kamus umum bahasa Indonesia di beri 

arti melakukan suatu peranan. Sedang peran sendiri sesuatu yang jadi bagian. Dengan itu 

peran dapat di artikan sebagai sesuatu yang jadi bagian. Dengan demikian peran dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang ada dalam dirinya untuk melakukan suatu tindakan atau 

kewenangan yang dimainkan oleh seseorang.16 Peran dapat di lakukan oleh individu maupun 

lembaga dalam rangka mencapai tujuan baik yang bersifat sosial maupun non sosial. 

 Untuk itu sebelum mengetahui tentang peran lembaga terlebih dahulu mengetahui 

lembaga atau organisasi tersebut. Istilah organisasi mempunyai dua pengertian umum. 

Pertama, organisasi diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional, misalnya 

sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, badan-badan pemerintahan. Kedua, 

merujuk pada proses pengorganisasian yaitu bagaimana pekerjaan di atur dan dialokasikan di 

antara para anggotanya, sehingga tujuan organisasi atau lembaga itu dapat dicapai secara 

efektif.17 

 Menurut Sondang P. Siagian, lembaga atau organisasi diartikan sebagai setiap bentuk 

persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan 

bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki dimana selalu terdapat hubungan 

antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang sekelompok yang 

disebut bawahan.18  

                                                 
15 Ibid, hlm. 5. 
16 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 1985)., hlm. 735. 
17 Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)., hlm. 71. 
18 Sondang P. Siagian, Peranan Staf Dalam Manajemen  (Jakarta; Gunung Agung, 1995)., hlm. 20. 



Dalam hai ini fungsi seseorang akan erat sekali hubungannya dengan peranan dan 

kedudukan (status) yang dimilikinya. Fungsi seseorang itu diakui dalam satuan-satuan 

kehidupan bermasyarakat, baik itu dalam satuan keluarga, maupun dalam masyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Fungsi seseorang atau lembaga merupakan aspek statis yang akan 

aktual apabila seseorang atau lembaga tersebut berperan dalam kehidupan individu, 

kelompok, maupun dalam kehidupan yang lain.19 

 Teori Fungsional Struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang 

terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu 

dalam keseimbangan. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa setiap struktur dalam sistem 

sosial fungsional terhadap yang lain sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur ini tidak 

akan ada atau hilang dengan sendirinya.20 

 Dalam teori Fungsionalisme Struktural, lembaga atau institusi sosial sebagai suatu 

unsur struktur dianggap dapat memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup dan pemeliharaan 

masyarakat. Setiap lembaga sosial mempunyai fungsinya masing-masing dan dalam 

hubungan antara satu dengan yang lainnya.21   

 Dalam teori fungsional yang di kemukakan oleh Talcott Parson yaitu mengarah pada 

empat fungsi penting yang dibutuhkan bagi semua sistem”tindakan”, keempat imperatif 

fungsional ini dikenal dengan skema AGIL atau suatu fungsi yang berarti kumpulan kegiatan 

yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Agar tetap 

bertahan (survive), suatu sistem harus memiliki empat fungsi ini: 

1. Adaptation (Adaptasi): sebuah sistem harus mengulangi situasi eksternal yang gawat. 

Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu 

dengan kebutuhannya. 

                                                 
19 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum  (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm.237. 
20 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, terj. Alimandan  (Jakarta: 

Rajawali Pers, 1992)., hlm.26. 
21 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001)., hlm. 6. 



2. Goal attainment (Percakapan Tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai 

tujuan utamanya. 

3. Integration (Integrasi): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian  yang 

menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting 

lainnya (A, G, L). 

4. Latency (latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus memperlengkapi, 

memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang 

menciptakan dan menopang motivasi.  

Talcott Parson juga mencoba menetapkan sistem sosial menurut konsep-konsepnya 

sebagai aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi kepuasan, dan kultur.  

Meskipun Parsons berkomitmen untuk melihat sistem sosial sebagai sebuah interaksi, 

namun ia tak menggunakan interaksi sebagai unit fundamental dalam studi tentang sistem 

sosial. Ia malah menggunakan status-peran sebagai unit dasar dari sistem. Konsep ini bukan 

merupakan satu aspek dari aktor atau aspek interaksi, tetapi lebih merupakan komponen 

struktural dari sistem sosial. Status mengacu pada posisi struktural di dalam sistem sosial, dan 

peran adalah apa yang dilakukan aktor dalam posisinya itu, dilihat dalam konteks signifikansi 

fungsionalnya untuk sistem yang lebih luas. Aktor tidak dilihat dari sudut pikiran dan 

tindakan, tetapi dilihat tak lebih dari sebuah kumpulan beberapa status dan peran (sekurang-

kurangnya dilihat dari sudut posisi di dalam sistem sosial). 

Sekali lagi, perhatian utama Parson lebih tertuju kepada sistem sebagai satu kesatuan 

ketimbang pada aktor di dalam sistem, bagaimana sistem mengontrol aktor, bukan 

mempelajari bagaimana cara aktor menciptakan dan memelihara sistem. Ini mencerminkan 

komitmen Parsons terhadap berbagai masalah yang menjadi sejarah perhatian fungsionalisme 

struktural. 



Meski Talcott Parsons adalah seorang fungsional struktural yang sangat penting, 

tetapi Robert Merton mengecam beberapa aspek fungsional struktural yang sangat ekstrem 

dan yang tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Robert Merton menulis pernyataan tentang 

fungsional struktural dalam sosiologi. Merton juga mengungkapkan bahwa, wawasan 

konseptual barunya membantu memberikan kemanfaatan bagi kelangsungan hidup 

fungsionalisme struktural.  

Meski parsons dan Merton dikaitkan dan fungsionalisme struktural, namun ada 

perbedaan penting di antara keduanya. Di satu sisi, sementara Persons menganjurkan 

penciptaan teori-teori besar dan luas cakupannya, Merton menyukai teori terbatas, teori 

tingkat menengah. Dalam hal ini Merton lebih menyukai teori Marxian. 

Model Struktural Fungsional yang diungkapkan oleh Merton yaitu mengkritik tiga 

postulat dasar analisis struktural seperti yang dikembangkan oleh antropologi seperti 

Malinowski dan Radcliffe Bron.  

1. Postulat tentang kesatuan fungsional masyarakat. Postulat ini berpendirian bahwa semua 

keyakinan dan praktik kultural dan sosial yang sudah baku adalah fungsional untuk 

masyarakat sebagai satu kesatuan maupun untuk individu  dan masyarakat. Pandangan ini 

secara tersirat menyatakan bahwa berbagai bagian sistem sosial pasti menunjukkan 

integrasi tingkat tinggi. Tetapi merton berpendapat bahwa, meski hal ini mungkin benar 

bagi masyarakat primitif yang kecil, namun generalisasi tak dapat diperluas ke tingkat 

masyarakat yang lebih luas dan kompleks. 

2. Postulat tentang fungsional universal. Artinya, dinyatakan bahwa seluruh bentuk kultur 

dan sosial dan struktur yang sudah baku mempunyai fungsi yang posistif. Merton 

menyatakan bahwa postulat ini bertentangan dengan apa yang ditemukannya dalam 

kehidupan nyata. Yang jelas adalah bahwa tidak setiap struktur, adat, gagasan, 

kepercayaan dan sebagainya mempunyai fungsi positif. Contoh, nasionalisme fanatik 



dapat menjadi sangat tidak fungsional dalam dunia yang mengembangbiakan senjata 

nuklir. 

3. Postulat tentang indispensability. Argumennya adalah bahwa semua aspek masyarakat 

yang sudah baku tidak hanya mempunyai fungsi positif, tetapi juga mencerminkan 

bagian-bagian yang sangat diperlukan untuk berfungsinya masyarakat sebagai satu 

kesatuan. Postulat ini mengarah kepada pemikiran bahwa semua struktur dan fungsi 

secara fungsional adalah penting untuk masyarakat. Tidak ada struktur dan fungsi lain 

manapun yang dapat bekerjasama baiknya dengan struktur dan fungsi yang kini ada 

dalam masyarakat.  

Dengan mengikuti Persons, kritik Merton adalah bahwa kita sekurang-kurangnya 

tentu ingin mengetahui akan adanya berbagai alternatif struktur dan fungsional yang dapat 

ditemukan di masyarakat.  

Di dalam pemikiran Merton, sasaran studi struktural fungsional antara lain adalah: 

peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur, emosi yang terpola secara kultur, 

norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, perlengkapan untuk mengendalikan sosial, 

dan sebagainya. 

Fungsional struktural awal memusatkan perhatian pada fungsi satu struktur sosial atau 

pada fungsi satu institusi sosial tertentu saja. Menurut pengamatan Merton, para analisis 

cenderung mencampuradukkan motif subjektif individual dengan fungsi struktur atau 

institusi. Perhatian analisis struktur fungsional mestinya lebih dipusatkan pada fungsi sosial 

ketimbang pada motif individual. Menurut Merton, fungsi didefinisikan sebagai 

“konsekuensi-konsekuansi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian 

dari sistem tertentu.22 

                                                 
22 George Ritzer-Douglas J. Goodman,  Teori Sosiologi Modern,  Edisi. Ke-6 (Jakarta: Fajar 

Interpratama Offset, 2003), hlm. 121.   



Fungsi menurut teori ini adalah dalam artian positif dan negatif. Hal ini ditunjukan 

dengan diajukkannya konsep disfungsional oleh Robert K. Merton, yaitu bahwa struktur 

sosial atau pranata sosial selain dapat menyumbang terhadap pemeliharaan faktor-faktor 

lainnya juga dapat bersifat negatif. Artinya bahwa struktur sosial atau pranata sosial yang ada 

dalam masyarakat itu selain memberikan keuntungan bagi anggota masyarakat namun 

berfungsi negatif atau merugikan bagi sebagian anggota masyarakat.23  

Berdasarkan fungsi dan struktur dari lembaga seperti BP4 yang menjadi satu-satunya 

badan penunjang sebagai tugas dari Departemen Agama dalam hal pemberian penasehatan 

perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian di Indonesia lebih mengedepankan 

fungsi dan perannya didalam pelayanan bagi masyarakat mewujudkan keluarga sakinah. BP4 

bukan hanya sebagai pelayan bagi masyarakat saja, tetapi BP4 di tuntut untuk tanggap akan 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang mengalami perselisihan dalam 

rumah tangga.  

2. Tinjaun Umum tentang BP4 

 Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah suatu 

organisasi yang bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Departemen Agama dalam bidang 

penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga bahagia sejahtera, serta bertujuan untuk 

mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga bahagia, 

sejahtera dan kekal menurut ajaran islam.24 

 Pada dasarnya fungsi BP4 memiliki peran ganda dalam kondisi yang bersamaan, 

pertama sebagai mediator yang di artikan sebagai lembaga yang menempati posisi 

penghubung antara masyarakat dengan norma sosial. Kedua, sebagai lembaga yang dianggap 

tahu persis prinsip-prinsip kerja, dalam hubungannya dengan penyelesaian perkara. Dengan 

demikian kinerja BP4 sebagai salahsatu lembaga penasehat yang berfungsi dan berperan 
                                                 

23 George Ritzer, op. cit., hlm. 26. 
24 Hasil Munas BP4 VIII, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, (Yogyakarta: BP4 DIY, 

1989), hlm. 7. 



sebagai pelaksana tugas Departemen Agama harus dapat menunaikan peran ganda tersebut 

dengan baik. 

 Dalam fungsi pelaksanaan tugasnya BP4 dalam kondisi yang bersamaan, harus dapat 

berperan sebagai wasit atau penegak perkara pasangan yang berselisih demi mendamaikan 

keduanya. 

 Dalam melaksanakan kehidupan suami-isteri tentu saja tidak selamanya berada dalam 

situasi yang damai dan tentram tetapi kadang-kadang terjadi pula salah paham antara suami-

isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya mempercayai satu sama 

lain dan sebagainya, sehingga problem-problem tersebut sulit untuk diperbaiki dan 

didamaikan. 

 Manakala terjadi konflik dalam rumah tangga, baik itu konflik secara terbuka 

(masing-masing suami-isteri melontarkan kekecewaan atau kemarahan secara frontal pada 

pasangan yang tidak bisa menerimanya sehingga timbul pertengkaran), maupun konflik 

tertutup (suami-isteri hanya merasakan kekecewaan atau kemarahan yang mendalam yang 

berkelanjutan dalam rentang waktu yang cukup lama dan tidak di ungkap secara terang-

terangan), maka usahakan melakukan hal-hal berikut: 

1. Berusaha bersikap sabar dalam menghadapi situasi sesulit dan sepanas apapun. 

2. Berusaha melakukan dialog untuk mengikis hambatan psikis dan untuk bertabayun 

(saling memperoleh kejelasan). 

3. Mencari penengah yang netral dan bisa memberi solusi terbaik bagi kedua pasangan.25 

 Apabila dalam keadaan terpaksa dimana perselisian suami-isteri tidak dapat 

diperbaiki lagi, maka ajaran islam memperbolehkan menempuh perceraian dengan jalan yang 

baik, sebagaimana amanat dalam surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:  

                                                 
25 Departemen Agama RI, Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah  (Jakarta: Direktorat Urusan 

Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah Departemen Agama, 2006), hlm.101. 
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 “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang 
ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali 
sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir 
tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya 
(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas 
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-
hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-
hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”26 
 

 
 Jadi pada prinsipnya Islam memperbolehkan perceraian apabila diperkirakan rumah 

tangga tersebut diteruskan akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak, maka 

dari itu untuk menghindari dari perpecahan keluarga yang makin luas, Islam mengisyaratkan 

perceraian sebagai jalan keluar bagi suami-isteri yang sudah gagal dalam membina rumah 

tangganya, tetapi hal itu merupakan perbuatan yang di benci Allah SWT.  

 Keberadaan BP4 berhubungan erat dengan permasalahan siqaq yang berarti 

perselisihan atau menurut istilah fikih berarti perselisihan suami-isteri yang di selesaikan dua 

orang hakam, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak isteri.27    

 Islam mengajarkan apabila terjadi syiqaq (perselisihan) suami-isteri hendaknya 

mencari jalan terbaik untuk mendamaikan keduanya dengan mengangkat hakam. 

 Pengangkatan hakam yang dimaksud untuk mendamaikan suami isteri yang dalam 

rumah tangganya berselisih, dan tidak diketahui siapa yang bersalah dan mereka terus tetap 

dalam perselisihan. Maka bagi mereka yang takut untuk mengangkat hakim, maka dianjurkan 

                                                 
26 Departemen Agama RI, op. cit., hlm.45. 
27 Soemiyati, SH, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan  (Yogyakarta: Liberty, 

1986), hlm.111. 



terlebih dahulu mengangkat hakam dari pihak keluarga yaitu dengan jalan masing-masing 

pihak mendatangkan seorang hakam yang berarti seorang hakam dari pihak isteri dan seorang 

hakam dari pihak suami, kemudian dua orang hakam dari masing-masing pihak berusaha 

mencari solusi atau perbaikan untuk kesepakatan antara keduannya, sehingga kedua hakam 

itu dapat diperbandingkan atau perantara dalam mencari perbaikan. 

 Namun apabila kedua hakam tersebut telah menempuh jalan untuk mempertemukan 

kembali suami-isteri dan sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendamaikan keduanya tidak 

berhasil, maka hakam boleh mengambil keputusan menceraikan suami-isteri tanpa perlu 

disetujui oleh si suami. 

 Terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan hakam ini. Menurut pendapat 

Imam Abu Hanifah, sebagaimana pengikut Imam Hambali,Syafi’I, Ahmad, ulama-ulama 

Dhahiri, Syi’ah Zaidiyah. Hakam itu berarti wakil.28     

 Sebagai wakil hakam tidak boleh menjatuhkan talak sebelum ada persetujuan dari 

orang yang diwakili yaitu suami-isteri. Menurut Imam Maliki dan sebagian lain pengikut 

Imam Hambali dan Qaul Jadid dari Imam Syafi’I, hakam itu berarti hakim dan sebagai hakim 

maka hakam boleh memberi keputusan untuk menceraikan suami-isteri itu atau berusaha 

mendamaikan tanpa harus minta persetujuan terlebih dahulu dari suami-isteri.29  

 Pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh tindakan khalifah Ali bin Abu Thalib yang 

pernah mengangkat hakam dengan pemberian kekuasaan penuh kepada hakam yang 

diangkatnya itu untuk melangsungkan hubungan perkawinan atau menceraikan hubungan 

suami isteri itu.30 

                                                 
28 Ibid, hlm. 112 
29 Ibid 
30 Ibid, hlm. 142 



 Menurut Drs. Kamal Muchtar cara mengatasi perselisihan suami-isteri adalah dengan 

cara “Musyawarah dan mengadakan perdamaian, Kemudian bila tidak berhasil cara lain yang 

boleh dilakukan adalah mengangkat juru perdamaian untuk menyelesaikan perkawinan”.31 

 Adapun tugas dan syarat-syarat orang yang boleh di angkat menjadi hakam menurut 

Syeh Abdul Aziz  Al-Khuli adalah sebagai berikut:32 

1. Berlaku adil di antara pihak yang berperkara. 

2. Dengan ikhlas berusaha mendamaikan suami-isteri itu. 

3. Kedua hakam itu disegani oleh kedua belah pihak suami-isteri. 

4. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya (dirugikan apabila pihak yang lain tidak 

mau berdamai). 

 Namun dari berbagai perselisihan yang timbul dalam rumah tangga, tidak semuanya 

di selesaikan oleh hakam dari kedua belah pihak. Dalam kondisi seperti ini kedua pasangan 

dapat memanfaatkan BP4 untuk membantu perselisihan diantara mereka. 

 Eksistensi BP4 dimaksudkan sebagai lembaga konsultan yang berfungsi memberikan 

nasehat dalam penyelesaian perselisihan terhadap pihak-pihak yang berperkara khususnya 

rumah tangga suami-isteri, agar kehidupan keduanya tercipta suasana harmonis penuh dengan 

kedamaian dan ketentraman hati, sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai. Dalam 

mengaktualisasikan kinerjanya dan menjalankan perannya, BP4 berpegang pada hukum Islam 

dalam menyelesaikan pihak-pihak yang berperkara dengan didasarkan pada kemaslahatan 

umat sesuai dengan prinsip Islam. 

   

F. Metode Penelitian 

                                                 
31 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 

hlm.190. 
32 Ibid 



Guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan dalam tujuan 

penelitian ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian untuk mempermudah langkah 

penelitian. Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut : 

1. Jenis penelitian 

a. Penelitian lapangan 

Dilihat dari cara mendapatkan dana atau informasi, penelitian ini 

termasuk penelitian lapangan (fiel research), yaitu penelitian untuk 

memperjelas kesesuaian antara konsep atau teori dengan praktek yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

b. Penelitian Pustaka (library research) 

Yaitu penelitian yang menghimpun data atau informasi dengan membaca 

dan mencatat sejumlah literatur yang diperoleh di perpustakan atau pada 

tempat lain pada sebuah daftar bahan pustaka. 

2. Teknik Pengumpulan Data  

a. Interview atau wawancara 

Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu atau 

proses tanya jawab secara langsung dengan informan yang dilakukan secara 

mendalam guna mendapatkan informasi data selengkap-lengkapnya. 

Wawancara tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang memberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviwee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.33 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari responden melalui 

tanya jawab secara langsung dengan para pengurus Badan Penasehat 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Depok. 

                                                 
33 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi  (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 166. 



b. Dokumentasi 

Dokumentasi yang di maksud di sini adalah pengumpulan data dengan 

menelusuri beberapa arsip-arsip atau dokumen-dokumen seperti undang-

undang, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BP4 serta dokumen-

dokumen lain yang ada hubungannya permasalahan penelitian di Kecamatan 

Depok. 

c. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek 

dengan menggunakan seluruh alat indra.34 Observasi disini sebagai pelengkap 

terhadap metode yang telah disebutkan dengan mengadakan pengamatan 

langsung terhadap kegiatan-kegiatan kepala beserta staf-staf KUA Kecamatan 

Depok dalam melaksanakan kewajibannya melayani masyarakat yang 

berhubungan dengan wewenangnya,dan khususnya pula kegiatan yang 

dilakukan oleh staf-staf yang menangani BP4 di Kecamatan Depok. 

Observasai ini dilakukan oleh peneliti sendiri selama 3 (tiga) bulan, 

terhitung dari tanggal 3 Maret 2009 sampai dengan 3 Juni  2009 yang 

bertempat di wilayah KUA Kecamatan Depok. 

d. Menentukan subyek dan obyek penelitian 

Yang dimaksud populasi subyek penelitian adalah keseluruhan individu 

yang dapat di minta keterangan mengenai data yang dibutuhkan. Apabila yang 

bertindak sebagai subyek penelitian yaitu para konsultan (penasehat) BP4 

Kecamatan Depok. Selanjutnya yang menjadi obyek penelitian adalah setiap 

gejala, peristiwa atau segala aktivitas-aktivitas BP4 Kecamatan Depok. 

3. Metode Analisis Data 

                                                 
34 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, (Bandung : Alumni, 1976), hlm. 176. 



a. Diskriptif kualitatif 

Diskriptif kualitatif yang dimaksudkan ialah menganalisa data dengan 

menggambarkan data dalam bentuk kalimat. Untuk menganalisis data ini 

menggunakan pola berpikir : 

1) Cara induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan data yang 

bersifat khusus. 

Contoh: Melihat kasus data perceraian yang masuk dalam buku 

dokumentasi BP4, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa 

kebanyakan perkara yaitu dalam hal lalai akan tanggung jawab keluarga, 

KDRT dan krisis moral. 

2) Cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang 

bersifat umum untuk dijadikan kesimpulan yang bersifat khusus. 

Contoh: Data yang mencatat Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) 

dilihat bahwa dari tahun pertahun presentase perceraian begitu tinggi, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat perceraian di Kecamatan 

Depok sangat tinggi. 

b. Kuantitatif non statistik 

Yang dimaksud adalah menganalisa data yang bersifat kuantitatif dengan 

presentase. Sumber dari data-data yang penulis ambil dari dokumentasi dan 

diagram-diagram yang terdapat di KUA Kecamatan Depok.  

Dari segi sosiologis, dilihat dari pengamatan di lapangan menurut teori  

fungsional struktural dapat disimpulkan bahwa BP4 Kecamatan Depok telah 

melakukan fungsi dan perannya sebagai pengemban tugas dari Departemen 

Agama dalam hal penasehatan perkawinan dan pencegahan perceraian di 

sekitar wilayah Kecamatan Depok dengan sangat baik, hal ini terbukti dari 



beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BP4 Kecamatan depok yang 

bertempat di KUA Kecamatan Depok yang semata-mata hanya bertujuan 

membantu masyarakat khususnya dalam hal penasehatan, pembinaan dan 

pelestaraian perkawinan.    

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun akan membuat sistematika 

pembahasannya dalam beberapa bab dan sub bab. Adapun sistematika pembahasan 

skripsi sebagai berikut : 

Pada Bab Pertama, terlebih dahulu akan diuraikan pendahuluan yang memuat; Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian 

dan Sistematika Pembahasan. 

Pada Bab Kedua, membahas tentang gambaran umum BP4 KUA Kecamatan Depok, 

Sleman, D.I. Yogyakarta terdiri dari sub pembahasan : Letak 

Geografis, Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang, Rencana 

Strategik, Sarana dan Prasarana. 

Pada Bab Ketiga, membahas tentang Sejarah Berdirinya BP4 KUA Kecamatan Depok 

dengan sub pembahasan: Sejarah Berdirinya BP4 Kecamatan 

Depok, Latar Belakang Berdirinya BP4 Kecamatan Depok Dari Segi 

Sosiologis, Hubungan BP4 Kecamatan Depok Terhadap Hubungan 

Sosiologis, Dasar Hukum BP4 dan Tujuan Berdirinya BP4 

Kecamatan Depok., Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus BP4 

Kecamatan Depok, Tugas dan Wewenang BP4 Kecamatan Depok. 



Pada Bab Keempat, membahas tentang Peran BP4 Kecamatan Depok yang terdiri dari 

sub pembahasan: 1) Peran BP4 dalam penasehat, pemeliharaan dan 

pelestarian perkawinan, 2) Upaya-upaya BP4 dalam mendamaikan 

pihak-pihak yang berselisisih, 3) Hasil kerja nyata BP4 Kecamatan 

Depok dalam mendamaikan pihak-pihak yang berselisisih. 

Pada Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi Kesimpulan, Saran-saran dan Kata 

Penutup. 

 
 
 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

BP4 Kecamatan Depok adalah organisasi di bawah naungan Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Depok yang berada di JL. Raya Tajem km 1,5 Maguwoharjo, 

Depok Sleman Yogyakarta. Pengesahan BP4 Kecamatan Depok semata-mata seperti yang 

tertuang dalam himpunan peraturan perundang-undangan keputusan Menteri Agama 

No.30 Tahun 1977 tentang Pengesahan Pengakuan Badan Penasehatan Perkawinan 

Perselisihan dan Perceraian (BP-4) Pusat menimbang bahwa untuk kelancaran 

pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala peraturan 

pelaksanaannya dipandang perlu untuk menegaskan pengakuan Badan Penasehat 

Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP 4) dalam Keputusan Menteri Agama No. 85 

tahun 1961, begitu pula pembinaan Badan tersebut sebagai satu-satunya badan yang 

berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pengurungan perceraian dalam rangka 

menunjang tugas Departemen Agama di bidang Bimbingan Masyarakat Islam. 

Jika dilihat dari berdirinya BP4 Kecamatan Depok bertujuan untuk mempertinggi 

mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk 

mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, 

materil dan spiritual.  

Solusi atau masukan yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Depok yang di 

dilakukan oleh para calon pengantin ataupun yang sudah berumah tangga terpaparkan 

dengan sangat baik, sehingga para calon pengantin ataupun pasangan yang telah menikah 

khususnya yang sedang di landa permasalahan rumah tangga mendapatkan pemecahan 

solusi yang terbaik bagi kelangsungan rumah tangga mereka.  



Ketika penulis dihadapkan pada sebuah kenyataan dalam penerapan suatu 

keilmuan adalah suatu keniscayaan ketika ada kesesuaian ataupun ketidaksesuaian pada 

penerapan keilmuan tersebut. Dalam konteks ini pasangan yang sedang berselisih di 

Kecamatan Depok begitu bermacam-macam permasalahan, tetapi sejauh ini BP4 

Kecamatan Depok sudah berupaya mengatasi permasalahan-permasalan yang sedang di 

landa oleh para pasangan suami isteri di sekitar kecamatan depok, tetapi jika hal ini dirasa 

sulit untuk pemecahan solusi maka BP4 Kecamatan Depok akan menganjurkan pihak-

pihak yang berselisih untuk menganjukan permasalahan tersebut ke BP4 Kabupaten 

Sleman untuk diberikan solusi yang terbaik tanpa harus langsung melewati PA 

(Pengadilan Agama) dalam memutuskan perkara rumah tangga tersebut.  

Tetapi di sini penulis menemukan fakta yang berbeda dalam penyelesaian perkara 

yang dilakukan BP4 Kecamatan Depok, jika permasalahan yang di hadapi oleh pasangan 

suami istri yang sedang mengalami perselisihan rumah tangga dapat terselesaikan di BP4 

Kecamatan Depok maka kasus perselisihan tidak harus di ajukan ke Kabupaten Sleman 

untuk mendamaikan perkara. Akan tetapi jika tidak berhasil di damaikan oleh BP4 

Kecamatan Depok, maka di berikan pengantar ke PA untuk memutuskan perkara tersebut. 

Hal ini di lihat dari beberapa kasus yang masuk dalam dokumentasi BP4 

Kecamatan Depok yang pernah di hadapai, ada sekitar 71 kasus perselisihan yang sangat 

bermacam-macam permasalahan, dengan penyelesaian akhir sebagai berikut : 

a. Damai   : 5 Kasus 

b. PA (Pengadilan Agama) : 24 Kasus 

c. Kasus Tak Terselesaikan : 42 Kasus 

Adapun beberapa uraian dan analisa dari hasil pengumpulan data yang telah 

diperoleh berdasarkan penelitian di BP4 Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa :  



1. Upaya BP4 Kecamatan Depok dalam mencegah perceraian belum begitu optimal, hal 

ini karena tidak ada dukungan dari pasangan suami isteri yang mencatatkan kasusnya 

di BP4 Kecamatan Depok berupaya menyelesaikan perkara tersebut secara 

kekeluargaan, rata-rata perkara yang masuk ke BP4 Kecamatan Depok telah 

mengalami perselisishan yang sudah parah, sehingga setiap pasangan suami isteri 

yang berperkara meminta jalan keluar perceraian setelah datang berkonsultasi ke BP4 

Kecamatan Depok.  

2. Banyak kasus yang masuk dalam dokumentasi BP4 Kecamatan Depok yang tidak 

terselesaikan kasusnya karena hanya sekali saja menkonsultasikan permasalahan di 

BP4 Kecamatan Depok dan tidak ada kelanjutan permasalahan dari pihak yang 

bersengketa padahal dari pihak BP4 Kecamatan Depok telah menganjurkan kepada 

pihak yang berperkara untuk datang kembali ke BP4 Kecamatan Depok. 

3. Banyak permasalahan perkara yang terdapat di sekitar Kecamatan Depok tidak 

melalui BP4 Kecamatan Depok tetapi melalui pengantar dari desa langsung 

memutuskan perkara ke Pengadilan Agama(PA). Sehingga hal-hal  seperti inilah yang 

menyebabkan banyaknya perceraian di Kecamatan Depok. 

Dalam penelitian ini yang dirasa belum tepat dalam peran BP4 Kecamatan Depok 

dalam menekan angka perceraian yaitu dalam hal penanganan perkara secara optimal dan 

dalam memberikan penasehatan lebih mempunyai inofasi dalam pemecahan perkara 

rumah tangga. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak,terutama bagi 

pasangan suami isteri yang ingin melakukan perceraian agar mereka benar-benar 

mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk 

bercerai serta hendaknya memanfaatkan lembaga BP4 sebelum ke Pengadilan Agama 



karena lembaga BP4 memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan 

mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal menurut agama Islam. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta yang penulis peroleh, maka penulis dapat 

memberikan saran-saran yang relevan bagi semua pihak yang berorentasi di dalam dunia 

penasehatan umumnya dan khususnya di BP4 Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta 

sebagai berikut : 

1. Upaya lebih memberikan semangat sebagai satu motivasi kepada pengurus BP4 

Kecamatan Depok apalagi yang bertugas memberikan nasehat dan pemecahan 

permasalahan kepada calon pasangan suami isteri, pasangan suami isteri ataupun 

pasangan suami isteri yang sedang di landa permasalahan rumah tangga, kiranya 

pemerintah yang berhubungan dan berkaitan dengan masalah ini dapat meningkatkan 

kesejahteraan mereka dengan menaikkan honor dan penghasilan yang selama ini 

diterimanya. Sehingga akan dapat bekerja lebih profesional.   

2. Peningkatan sarana dan prasarana yang dimiliki sedapat mungkin ditambah dan 

dilengkapai untuk menunjang kegiatan BP4 Kecamatan Depok dalam hal penasehatan 

pernikahan khususnya, dan kegiatan BP4 lain pada umumnya, sehingga dapat 

terealisir dengan sempurna agar tidak selalu menumpang pada sarana dan prasarana 

induknya yaitu KUA Kecamatan Depok yang selama ini dilakukan. 

3. Pengembangan sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian penting, dalam hal 

ini para petugas atau penasehat perkawinan lebih meningkatkan inovasi dalam 

pemecahan permasalahan sehingga menjadi lebih baik untuk ke depannya. 

4. Berupaya meningkatkan BP4 Kecamatan Depok sebagai badan penasihatan agar 

memperkuat dan memberdayakan BP4 dari tingkat Pusat sampai ke tingkat 



Desa/Kelurahan, lebih meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan instansi 

pemerintah di Pusat dan Daerah serta organisasi/lembaga kemasyarakatan dan 

lembaga internasional dalam melaksanakan gerakan keluarga sakinah, lebih 

mengembangkan fungsi BP4 sehingga jaringan pengamanan sosial untuk memberikan 

dukungan terhadap keluarga yang bermasalah dan hendaknya menjadikan seluruh 

kegiatan BP4 sebagai bagian dari gerakan keluarga sakinah. 

5. Berupaya lebih mengoptimalkan perannya dalam menekan angka perceraian 

khususnya dalam penasehatan perkara yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Depok 

dan memberikan inofasi penasehatan dalam penyelesaian perkara dalam rumah 

tangga. 

6. Harapan penulis dari penulisan skripsi yang serba terbatas dan jauh dari 

kesempurnaan ini, mudah-mudahan sedikit banyak membawa manfaat khususnya 

bagi adik-adik sosiologi agama dan para pembaca pada umumnya. Amien.   
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Lampiran 1 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Penelitian tentang Peran Badan Penasehat Pembinaan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) Mencegah Perceraian Di 

Kecamatan Depok 

 

 ( Wawancara Dilakukan dengan Kepala dan Staf BP4 Kecamatan Depok ) 

 

1. Bapak/Ibu mohon dijelaskan kinerja BP4 Kecamatan Depok dalam mendamaikan 

pihak-pihak berperkara dalam rumah tangga? Termasuk tahapan-tahapan yang 

dilakukan dalam mendamaikan keluarga yang berselisih. 

 

2. Dari beberapa perselisihan yang ada sampai saat ini, perselisihan apa saja yang paling 

menonjol atau pernah mendapatkan perhatian secara khusus? 

 

 

3. Mohon Bapak/Ibu jelaskan bagaimana penanganan perkara perselisihan keluarga di 

BP4 Kecamatan Depok! 

 

4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tingkat keberhasilan BP4 dalam menyelesaikan 

perselisihan keluarga? 

 



5. Menurut Bapak/Ibu bagaimana hubungan BP4 Kecamatan Depok dengan hubungan 

sosiologis atau masyarakat sekitar Kecamatan Depok?  

 

6. Mohon Bapak/Ibu jelaskan bagaimana cara pendekatan BP4 Kecamatan Depok 

mensosialisasikan peran dan kinerjanya kepada masyarakat?  

 

7. Mohon Bapak/Ibu jelaskan kegiatan apa saja yang pernah di lakukan BP4 Kecamatan 

Depok dalam mendukung mensosialisasikan peran dan kinerjanya kepada 

masyarakat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

Penelitian tentang Peran Badan Penasehat Pembinaan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam ) Mencegah Perceraian Di 

Kecamatan Depok 

 

1. Sejarah BP4 Kecamatan Depok 

2. Struktur Organisasi beserta diskripsi tugas BP4 Kecamatan Depok 

3. Nama-nama Kepala BP4 Kecamatan Depok Lima tahun terakhir 

4. Jumlah pegawai di BP4 Kecamatan Depok 

5. Jumlah Perkara perselisihan keluarga yang masuk BP4 Kecamatan Depok tiga tahun 

terakhir 

6. Data tentang  jumlah perselisihan yang dapat diselesaikan di BP4 Kecamatan Depok 

tiga tahun terakhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

Penelitian tentang Peran Badan Penasehat Pembinaan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam ) Mencegah Perceraian Di 

Kecamatan Depok 

 

1. Sekilas tentang penduduk di sekitar kecamatan depok? 

2. Berapa jumlah presentase per tahun pernikahan berlangsung di kecamatan depok? 

3. Berapa jumlah presentase per tahun perceraian berlangsung di kecamatan depok? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1 

Wawancara : H.Muh Cheruddin (Penyuluh)  

Tanggal : Rabu, 4 Maret 2009  

JAWABAN PERTANYAAN 

1. yaitu : 

a. Mempelajari kasus perkasus yang terjadi dalam pumah tangga dengan meminta 

penjelasan kepada masing-masing pihak yang bersengketa dengan meminta yang 

bersangkutan untuk menyampaikan persoalannya secara jelas tanpa di tutup-tutupi. 

b. Kemudian mengklasifikasikan persoalan yang di persengketakan itu kepada kedua 

belah pihak yang bersengketa. 

c. Kemudian mencari informasi dengan menanyakan kepada pihak-pihak yang 

bersengketa tentang : 

1. Kehidupan yang beragama yang dilaksanakan dalam kehidupan rumah tangga. 

2. Masalah ekonomi dalam rumah tangganya. 

3. Masalah sosial kemasyarakatan dengan lingkungan. 

4. Interaksi sosial antara suami isteri, suami isteri dengan anak-anak, suami isteri 

dengan kedua orang tua dan mertua, serta antara suami isteri dengan anggota 

keluarga lainnya. 

5. Memberikan penasehatan tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga 

dengan mempertahankan perkawinan dan menyelesaikan persoalan-persoalan 

yang dihadapi dengan cara musyawarah. 

6. Memberikan kesempatan kepada pasangan yang bersengketa untuk 

memusyawarahkan/memikirkan untuk memperoleh penyelesaian yang terbaik. 

7. Jika ternyata belum di ketemukan jalan penyelesaian yang terbaik ataupun  

sengketa belum bisa diselesaikan BP4 Kecamatan Depok, maka sebaiknya 



mengirimkan permasalahan tersebut kepada BP4 Kabupaten untuk di 

tindaklanjuti, diberikan penasehatan agar supaya yang bersengketa dapat 

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan perceraian tidak terlaksana. 

2. Dari sekian banyak kasus yang paling menonjol di Kecamatan Depok adalah masalah 

“Krisis Moral” di antaranya : 

a. Perselingkuhan ( Faktor orang ketiga ). 

b. Meninggalkan tanggung jawab keluarga. 

c. Suami tukang main/judi, mabuk, (molimo) yang di larang agama. 

3. Cara penanganan perkara di KUA Kecamatan Depok antara lain : 

a. Mendaftarkan pasangan suami isteri yang bersengketa di buku pendaftaran dengan 

menunjukkan : 

1. Surat pengantar dari desa. 

2. Buku nikah asli. 

3. Mencatat kasus yang terjadi berdasarkan penjelasan dari masing-masing pihak 

yang bersengketa. 

4. Memeriksa ( konsultasi secara terpisah antara suami/isteri ). 

5. Konsultasi ( klarifikasi ) dengan menghadirkan kedua belah pihak. 

6. Memanggil pihak-pihak yang ada hubungan dengan kedua belah pihak/hakam ( 

juru damai ). 

7. Memberikan penasehatan dan solusi pemecahannya. 

b. Jika berhasil di damaikan di berikan nasehat tambahan agar supaya dalam kehidupan 

rumah tangganya lebih di tingkatkan kehidupan beragamanya, tanggung jawab, 

pemenuhan hak-hak dan kewajiban masing-masing, pengaturan ekonomi secara sehat 

dan menanamkan prinsip musyawarah dalam rumah tangga. 

c. Jika tidak berhasil di damaikan di berikan pengantar ke BP4 Kabupaten. 



4. Tingkat keberhasilannya rendah karena pasangan yang bersengketa baru 

mengkonsultasikan masalahnya ke Kecamatan Depok setelah sengketa dalam rumah 

tangga tersebut terlanjur parah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

Wawancara : H.Muh Cheruddin (Penyuluh)  

Tanggal : Rabu, 4 Maret 2009  

JAWABAN PERTANYAAN 

 
3. Kepala KUA Kecamatan Depok periode 2003-sekarang 

a. Tahun 2003-2005 : Drs. H. Abdul Majid, MA. 

b. Tahun 2005-2008 : Drs. Tulus Dumadi, MA. 

c. Tahun 2008-sekarang : Drs. Dalhari 

4. Jumlah pegawai 10 orang. 

NO NAMA NIP GOL 

1 Drs. Dalhari 150 267 793 III/d 

2 Jaenudin, S.Ag 150 292 000 III/c 

3 Sigit Mujaka, S.Ag 150 286 887 III/c 

4 Sarmuji 150 220 018 III/b 

5 S.Q. Fitrin Haryati 150 241 298 III/b 

6 Fatkhul Ikwan 150 244 894 III/a 

7 Sutrisna 150 237 062 III/a 

8 Mar’ani Bisyri, SH 150 381 577 III/a 

9 Sri Sumiyatun 150 255 541 III/a 

10 H. Muh. Cheruddin 150 247 246 II/d 

 

 



DAFTAR GAMBAR 
 
 

                         
 
 

                



   
 
 

   



STRUKTUR ORGANISASI 
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. DEPOK 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KEPALA 

Drs. Dalhari 

 
Doktik 

Fathul Ikwan 

 
KPH I 

Jaenudin, Sag.,MSi

 
KPH II 

Eko Mardiono, 
SAg. 

 
Zawaib Sos 

Sarmuji 

 
Kemasjidan 

Sutrisna 

 
Bangkas 

Sri Sumiyatun 

 
TAKERY/UMUM 

SQ. Fitrin H 

 
PENYULUH 

H. Muh Chaerudin 

 
TAKERY/UMUM 

SQ. Fitrin H 
 



DAFTAR HADIR PEGAWAI 
KUA KECAMATAN DEPOK 

 
 

NAMA JABATAN 

Drs. Dalhari Kepala KUA 

Jaenudin, SAg.,M.Si Penghulu 

Eko Mardiono, SAg Penghulu 

Sutrisna Kemasjidan 

Sarmuji Zawaib Sos 

SQ. Fitrin Hartati Takery/Umum 

Sri Sumiyatun Bangkas 

Fathul Ikwan Doktik 

Mar’ani Bisyri, SH Pembantu Umum 

H. Muh Chaerudin Penyuluh 

 
 



PROSEDUR PENGURUSAN/PELAKSANAAN NIKAH 

 

Calon Isteri 
Calon Suami 
Umur Pria min 19 Th. 
          Wnt min 16 Th. BP4 KECAMATAN 

Penasehat pranikah 

PELAKSANAAN NIKAH 
Dihadiri oleh calon suami isteri wali 
nikah 2 orang saksi PPN 
Tempat pelaksanaan di Balai nikah 
KUA/ diluar balai nikah. 

Meminta surat ktrgn 
dari Ketua RT/RW dan 
Diketahui kela dusun 

KANTOR KEPALA DESA 
Meminta surat ket. Untuk nikah model N.I 
dan kelengkapannya (PMA No. 2/1990) 
Meminta surat register ke puskesmas untuk 
imunisasi TT dan pemeriksaan Kesehatan 

PUSKESMAS (wilayah tt calon isteri)  
Imunisasi tempat tinggal bagi calon 
isteri  
Pemeriksaan kesehatan calon 
suami/isteri 
Biaya ............ perorangan 

PENCATATAN NIKAH 
Membayar biaya nikah 
Dibalai nikah 
Diluar balai nikah 
Suami/ isteri menerima 
buku kutipan akte nikah 

KUA KECAMATAN 
(Wilayah tt calon Isteri) 
Pemberitahuan kehendak nikah dengan 
membawa surat-surat dari desa dan 
puskesmas. 
Pemeriksaan nikah terhadap calon 
suami/isteri p. Wali nikah 
(diantar/disampingi P3N) 



DATA NTCR KUA KECAMATAN DEPOK 
 
 
 

DESA/ 
TAHUN 

CATUR TUNGGAL 
 

CONDONG CATUR MAGUWOHARJO KEC. DEPOK 

N T C R N T C R N T C R N T C R 
2004 325 8 16 - 295 5 13 - 263 4 11 - 883 17 40 - 
2005 330 8 17 - 270 5 18 - 214 5 13 - 814 18 48 - 
2006 344 11 20 - 286 6 17 - 264 7 8 - 894 24 25 - 
2007 373 5 8 - 250 3 10 - 265 3 4 - 888 11 22 - 
2008 352 6 25 - 282 10 11 - 220 6 13 - 888 22 49 - 
2009 Januari                

 N T C R             
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